
 

 
 

 
 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 37 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
2021; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi 
Lampung ( Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 4934 ); 

 



7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor     Tahun 2020 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor      ); 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312);  

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar  (Berita Negera Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis 

Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1891); 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1687); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1541); 

 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1619); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub 
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 158); 

20. Perturan Gubernur Lampung Nomor   Tahun 2020 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Lampung 
Tahun 2020 Nomor      ); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 - 
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2012  Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun 2013  Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 31); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 85) Sebagaimana 
telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 
132); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 

BARAT TAHUN 2021. 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Kesatuan Republik 

Indonesia. 



2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenagan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 
5. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Rencana Strategis Organisasi 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)  Tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah  rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

ditetapkan dengan perda. 
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat 
Daerah.  

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan 
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan 
mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 
daerah. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah 

pertauran gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 
 

Pasal 2 

(1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD. 

(2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat : 

a. rancangan kerangka ekonomi daerah; 
b. prioritas pembangunan daerah; 
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan 

d. kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada RKP 

Tahun 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh 
pemerintah pusat. 

(4) Selain memuat RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD tahun 

2021 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 3 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan 

rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 

2021. 

 
 



Pasal 4 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika 
sebagai berikut: 

a. BAB I    :  PENDAHULUAN; 
b. BAB II   :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;               
c. BAB III  :  KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;  

d. BAB IV  :  SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; 
e. BAB V   :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; 

f. BAB VI  :  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; 
g. BAB VII :  PENUTUP. 
 

BAB II 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 5 

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 

dan hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.  

 
BAB III 

PENUTUP 
 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat.   
Ditetapkan di Panaragan 

pada tanggal 21 Juli 2020 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,  
 

         dto. 
 

UMAR AHMAD 
 

Diundangkan di Panaragan  

pada tanggal 21 Juli 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  

 
       dto dto.. 

 
HERWAN SAHRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 

NOMOR 38M 



 
 

  

Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum, 
  

 
 
 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 

     NIP. 19770409 200212 1 008 


